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This study aimed to determine the effect of budget goal clarity, accounting 
control, local government official competence, reporting system, and obedience to 
the laws and regulations on the performance accountability of government 
institution in Agam district. The population in this study is 27 government 
agencies. The sample use were are 51 respondents. The type of data used is 
primary data by using questionnaire. The analysis tool is using multiple 
regression with software SPSS version 21. The result show that: 1) budget goal 
clarity has significant effect on the performance accountability of government 
institution, 2) accounting control has not significant effect on the performance 
accountability of government institution, 3) local government official competence 
has significant effect on the performance accountability of government institution, 
4) reporting system has significant effect on the performance accountability of 
government institution, and 5) obedience to the laws and regulation has 
significant effect on the performance accountability of government institution. All 
of the independent variables are influence the dependent variables as much as 
52,1%, while 47,9% is influenced by other unclear variables. 
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Sebagai salah satu upaya dan 
tujuan dalam mewujudkan 
pemerintahan yang baik yaitu dengan 
penerapan akuntabillitas kinerja 
instansi pemerintah pada pengelolaan 
pemerintah pusat maupun daerah.  
Akuntabilitas merupakan 
perwujudan kewajiban untuk 
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mempertanggungjawabkan 
keberhasilan maupun kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam 
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melalui 
suatu media pertanggungjawaban 
yang dilaksanakan secara periodik 
(LAN, 2003). 
Akuntabilitas terkait erat 
dengan instrument untuk kegiatan 
kontrol terutama dalam hal 
pencapaian hasil pada pelayanan 
publik dan menyampaikannya secara 
transparan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas publik sesuai dengan 
karakteristik good governance 
berkenaan dengan 1) partisipasi, 2) 
aturan hokum, 3) transparansi, 4) 
responsive, 5) orientasi consensus, 6) 
kesetaraan, 7) efektivitas dan 
efisiensi, dan 8) visi strategi (LAN, 
2003). 
Menurut Laporan Hasil 
Evaluasi (LHE) Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 
2014 atas LAKIP Kabupaten Agam 
Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Kabupaten Agam 
diberikan predikat C (skor >30-50) 
atau Agak Kurang. Maksudnya disini 
adalah Kabupaten Agam memiliki 
sistem untuk manajemen kinerja 
tetapi kurang dapat diandalkan, perlu 
banyak perbaikan dan termasuk 
perbaikan mendasar. Sedangkan 
pada tahun 2012 yang lalu, 
Kabupaten Agam berhasil mendapat 
predikat Cc (skor >50-65) atau 
Cukup Baik atas LAKIP Kabupaten 
Agam tahun 2012. 
Variabel bebas pertama 
dalam penelitian ini adalah kejelasan 
sasaran anggaran. Kejelasan sasaran 
anggaran merupakan sejauh mana 
tujuan anggaran ditetapkan secara 
jelas dan spesifik dengan tujuan agar 
anggaran tersebut dapat dipahami 
oleh pihak yang bertanggungjawab 
atas pencapaian sasaran anggaran 
tersebut (Bastian, 2010). 
Variabel bebas kedua adalah 
pengendalian akuntansi (accounting 
control). Kusumaningrum (2010) 
mengatakan bahwa sistem 
pengendalian yang menggunakan 
informasi akuntansi disebut sebagai 
sistem pengendalian yang berbasis 
akuntansi atau sering disebut sistem 
pengendalian akuntansi. Sistem 
pengendalian akuntansi adalah suatu 
prosedur dan sistem formal yang 
menggunakan informasi untuk 
menjaga atau mengubah pola 
aktivitas organisasi.  
Variabel bebas ketiga adalah 
kompetensi aparatur pemerintah 
daerah. Dikaitkan dengan 
kompetensi, Robbins (2000) 
mengemukakan bahwa kompetensi 
mempengaruhi langsung tingkat 
kinerja organisasi. Dengan memiliki 
aparatur yang mempunyai 
kompetensi yang tinggi akan 
meningkatkan kinerja organisasi 
secara keseluruhan. 
Variabel bebas keempat 
adalah sistem pelaporan. Lembaga 
Administrasi Negara dan Badan 
Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (2000), 
mengemukakan laporan yang baik 
adalah laporan yang harus disusun 
secara jujur, objektif, dan transparan. 
Variabel bebas kelima adalah 
ketaatan pada peraturan 
perundangan. Sebagai negara 
berlandaskan hukum, ketaatan pada 
peraturan perundangan merupakan 
suatu bentuk kepatuhan pada aturan-
aturan yang telah ditetapkan oleh 
lembaga negara yang berwenang 
agar dipatuhi oleh seluruh warga 
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negara dan berskala nasional. 
Dengan adanya landasan hukum, 
diharapkan setiap aparatur 
pemerintahan harus konsisten dan 
taat dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannyademi terwujudnya 
pemerintahan yang berakuntabiltas 
kinerja yang baik.  
Adapun objek penelitian yang 
dipilih adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Agam. 
Pada semester II Tahun 2014 lalu, 
BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sumatera Barat memberikan opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
atas LKPD Kabupaten Agam Tahun 
Anggaran 2013. 
Penelitian ini merupakan 
replikasi sekaligus pengembangan 
dari penelitian Setiawan (2013) 
dengan judul “Pengaruh Kejelasan 
Sasaran Anggaran, Pengendalian 
Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Kabupaten 
Pelalawan.” 
Berdasarkan latar belakang 
yang telah dikemukakan, maka 
permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: 1) Apakah kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah Kabupaten Agam?, 2) 
Apakah pengendalian akuntansi 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
Kabupaten Agam?, 3) Apakah 
kompetensi aparatur pemerintah 
daerah berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah Kabupaten Agam?, 4) 
Apakah sistem pelaporan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
Kabupaten Agam?, 5) Apakah 
ketaatan pada peraturan perundangan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
Kabupaten Agam ?. 
Berdasarkan uraian dari 
perumusan masalah diatas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 1) 
Untuk membuktikan secara empiris 
pengaruh kejelasan sasaran anggaran 
terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, 2) Untuk 
membuktikan secara empiris 
pengaruh pengendalian akuntansi 
terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, 3) Untuk 
membuktikan secara empiris 
pengaruh kompetensi aparatur 
pemerintah daerah terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, 4) Untuk membuktikan 
secara empiris pengaruh sistem 
pelaporan terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah, 5) Untuk 
membuktikan secara empiris 
pengaruh ketaatan pada peraturan 
perundangan terhadap akuntabilitas 




Pengaruh Kejelasan Sasaran 
Anggaran Terhadap AKIP 
 Kejelasan sasaran anggaran 
adalah sejauh mana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik 
dengan tujuan agar anggaran tersebut 
dapat dimengerti oleh orang yang 
bertanggungjawab atas pencapaian 
sasaran anggaran tersebut (Bastian, 
2010). Oleh sebab itu, sasaran 
anggaran daerah harus dinyatakan 
secara jelas, spesifik dan dapat 
dimengerti oleh mereka yang 
bertanggungjawab untuk penyusunan 
dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah agar semakin 
meningkat. 
H1: Kejelasan Sasaran Anggaran 
berpengaruh terhadap 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
 
Pengaruh Pengendalian Akuntansi 
Terhadap AKIP 
 Pengendalian akuntansi 
diperlukan untuk menyusun rencana, 
metode, dan prosedur organisasi 
untuk menjaga kekayaan instansi dan 
reliabilitas data keuangan. 
 Berdasarkan PP Nomor 71 
Tahun 2010, maka laporan keuangan 
pemerintah sudah menggunakan 
pengendalian akuntansi. 
Pengendalian akuntansi (accounting 
control) adalalh prosedur dan 
dokumentansi yang terkait untuk 
mengamankan aset, melaksanakan 
dan mencatat transaksi keuangan dan 
memastikan keandalan catatan 
keuangan (Hery, 2009). Melalui 
pengendalian akuntansi yang baik, 
akan tersusun pelaksanaan kinerja 
keuangan dengan baik sehingga 
memudahkan proses pengambilan 
keputusan. 
H2: Pengendalian Akuntansi 
berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
 
Pengaruh Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah Terhadap 
AKIP 
 Kompetensi aparatur 
pemerintah memungkinkan untuk 
tercapainya suatu Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah yang 
efektif. Sesuai dengan salah satu 
prinsip Pedoman Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah yaitu 
berdasarkan suatu sistem yang dapat 
menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Karena kompetensi akan 
mempengaruhi akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, keberhasilan 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah 
yang umum, pembangunan dan 
kemasyarakatan akan dapat tercapai 
dengan baik apabila adanya 
dukungan pengelolaan sumber daya 
manusia, peralatan/sarana dan 
prasaran, biaya atau anggaran serta 
dukungan tugas-tugas umum lainnya. 
H3: Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah 
berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
 
Pengaruh Sistem Pelaporan 
Terhadap AKIP 
 Pemerintah daerah selaku 
pengelola dana publik harus mampu 
menyediakan informasi keuangan 
yang diperlukan secara akurat, 
relevan, tepat waktu, konsisten, dan 
dapat dipercaya (Kusumaningrum, 
2010). Laporan tersebut merupakan 
salah satu bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah 
daerah. Oleh karena itu, sistem 
pelaporan yang baik adalah yang 
mampu menyajikan informasi secara 
transparan dan akuntabel mengenai 
keputusan-keputusan yang telah 
diambil pemerintah daerah dalam 
suatu periode. Bentuk pelaporan 
keuangan daerah menurut PP Nomor 
71 Tahun 2010 yang digunakan saat 
ini ada 7 jenis, yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Sisa Lebih Anggaran, 
Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
H4: Sistem Pelaporan berpengaruh 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 
 
JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016 2461 
Pengaruh Ketaatan Pada 
Peraturan Perundangan Terhadap 
AKIP 
 Ketaatan pada peraturan 
perundangan adalah suatu  bentuk 
kepatuhan pada aturan-aturan yang 
telah dibuat oleh lembaga negara 
yang berwenang untuk dipatuhi oleh 
seluruh warga negara dan berskala 
nasional. Berdasarkan Pedoman 
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah yang 
ditetapkan oleh LAN (2003), 
menyatakan bahwa pelaksanaan 
AKIP harus berdasarkan suatu sistem 
yang dapat menjamin penggunaan 
sumber-sumber daya secara 
konsisten dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
 Mengacu pada bidang 
administrasi pemerintah, telah 
dihasilkan pula peraturan 
perundangan, berupa Instruksi 
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah dan Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah yang merupakan 
salah satu upaya pemerintah dalam 
meningkatkan pelaksanaan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan 
bertanggungjawab. 
H5: Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan berpengaruh 





Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 27 SKPD yang berada di 
lingkungan Kabupaten Agam. 
Pemilihan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari 
kepala pimpinan/dinas SKPD dan 
sub bagian keuangan. Jumlah sampel 
berjumlah 54 responden. 
 Penelitian ini menggunakan 
data primer yang bersumber dari 
jawaban responden atas pertanyaan 
yang berhubungan dengan Kejelasan 
Sasaran Anggaran, Pengendalian 
Akuntansi, Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah, Sistem 
Pelaporan, dan Ketaatan pada 
Peraturan Perundangan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada SKPD Kabupaten 
Agam. Data penelitian ini 
dikumpulkan dengan menyebarkan 
kuesioner secara langsung kepada 
responden. 
 
Definisi Operasional Dan 
Pengukuran Variabel 
a. Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
 Akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah merupakan kewajiban 
pihak pemegang amanah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggung 
jawab kepada pihak pemberi amanah 
yang memiliki hak dan kewenangan 
untuk meminta pertanggungjawaban 
tersebut (Mardiasmo, 2009). 
Variabel ini diukur dengan 
menggunakan instrument yang 
dikembangkan oleh Mardiasmo 
(2002) dalam Herawaty (2011). 
 
b. Kejelasan Sasaran Anggaran 
Kejelasan sasaran anggaran 
merupakan sejauh mana tujuan 
anggaran yang ditetapkan secara 
jelas dan spesifik dengan tujuan agar 
anggaran tersebut dapat dimengerti 
oleh pihak yang bertanggungjawab 
atas pencapaian sasaran tersebut 
(Kenis, 1979 dalam Cefrida, 2014). 
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Variabel ini diukur dengan 
menggunakan instrument yang 
dikembangkan oleh Abdul Halim 
(2002) dalam Herawaty (2011). 
 
c. Pengendalian Akuntansi 
 Pengendalian akuntansi 
(accounting control) adalah prosedur 
dan dokumentasi yang terkait untuk 
mengamankan aset, melaksanakan 
dan mencatat transaksi keuangan dan 
memastikan keandalan catatan 
keuangan (Hery, 2009). Variabel ini 
diukur dengan menggunakan 
instrument yang dikembangkan oleh 
Anthony (2000) dalam Herawaty 
(2011). 
 
d. Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah 
 Kompetensi aparatur 
pemerintah daerah didefinisikan 
sebagai kemampuan dan 
karakteristik yang dimiliki oleh 
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa 
pengetahuan, keahlian, dan sikap 
perilaku yang diperlukan dalam 
melaksanakan tugas dan jabatannya 
di instansi pemerintah (Prayitno, 
2003). Variabel ini diukur dengan 
menggunakan instrument yang 
dikembangkan oleh Oktriandra 
(2010). 
 
e. Sistem Pelaporan 
 Sistem pelaporan adalah 
suatu sistem yang diperlukan untuk 
memantau dan mengendalikan 
kinerja manajer melalui informasi 
lainnya yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi, 
sosial, dan politik oleh pihak-pihak 
berkepentingan (Riani, 2015). 
Variabel ini diukur dengan 
menggunakan instrument yang 
dikembangkan oleh Anthony (2000) 
dalam Herawaty (2011). 
f. Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan 
 Ketaatan pada peraturan 
perundangan adalah kepatuhan 
seseorang dalam menaati peraturan 
yang telah dibentuk oleh lembaga 
negara atau pejabat berwenang dan 
mempunyai kekuatan mengikat agar 
dapat mengatur dan menertibkan 
setiap kehidupan berbangsa dan 
bernegara (Soleman, 2007). Variabel 
ini diukur dengan menggunakan 




 Dalam penelitian ini, 
pengukuran variabel dengan 
menggunakan 5 (lima) poin skala 
Likert dimana poin 1 (satu) 
menunjukan sangat sedikit, poin 2 
(dua) menunjukan sedikit, poin 3 
(tiga) menunjukan separuh, poin 4 
(empat) menunjukan banyak, dan 
poin 5 (lima) menunjukan sangat 
banyak. Dengan menggunakan skala 
Likert ini dapat membuat 
pengukuran menjadi lebih baik dan 
mudah dipahami oleh responden 




Uji yang digunakan peneliti 
dalam metode analisis data yaitu: 1) 
Uji Kualitas Data yang terdiri dari 
Uji Validitas Data dan Uji 
Reliabilitas Data, 2) Uji Asumsi 
Klasik yang digolongkan 
berdasarkan yaitu Uji Normalitas 
Data, Uji Multikolinieritas Data, Uji 
Heterokedastisitas Data, dan Uji 
Autokorelasi Data, dan 3) Analisis 
Regresi Linear Berganda yang dibagi 
menjadi Uji Hipotesis (Uji –t) dan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Objek 
Penelitian 
 Di dalam penelitian ini, 
populasi yang digunakan adalah 
pegawai negeri sipil yang bekerja 
dilingkungan SKPD Kabupaten 
Agam. Penyebaran kuesioner dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara 
memberikan secara langsung 
kuesioner kepada masing-masing 
responden yaitu kepala 
pimpinan/dinas SKPD dan sub 
bagian keuangan di satuan kerja 
perangkat daerah Kabupaten Agam. 
Semua SKPD (100%) di Kabupaten 
Agam telah menerima kuesioner 
yang diserahkan oleh penulis. Dan 
kuesioner yang berhasil kembali 
sebesar 51 kuesioner atau 94,4%. 
 
Hasil Statistik Deskriptif 
 Gambaran mengenai 
variabel-variabel penelitian yaitu 
Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Pengendalian Akuntansi, 
Kompetensi Aparatur Pemerintah 
Daerah, Sistem Pelaporan, Ketaatan 
Pada Peraturan Perundangan, dan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada SKPD Kabuapten 
Agam disajikan dalam tabel 
descriptive statistic yang 
menunjukan angka minimum, 
maksimum, mean, dan standar 
deviasi yang dapat dilihat pada tabel 
1 berikut ini: 
Tabel 1 










51 27 40 33.549 3.17058 
KSA 51 15 25 20.6078 3.29289 
PA 51 10 20 15.3725 3.16835 
KAP
D 
51 40 72 54.8824 8.60615 
SP 51 9 20 15.549 2.4764 
KPP
P 





51     
Sumber: Data Olahan 2015 
 
 Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa: variabel (Y) mempunyai 
jumlah responden (n) sebanyak 51, 
nilai minimum adalah 27, nilai 
maksimum adalah 40, dan nilai rata-
rata (mean) adalah 33,549. (X1) 
mempunyai jumlah responden (n) 
sebanyak 51, nilai minimum adalah 
15, nilai maksimum adalah 25, dan 
nilai rata-rata (mean) adalah 
20,6078. (X2) mempunyai jumlah 
responden (n) sebanyak 51, nilai 
minimum adalah 10, nilai maksimum 
adalah 20, dan nilai rata-rata (mean) 
adalah 15,3725. (X3) mempunyai 
jumlah responden (n) sebanyak 51, 
nilai minimum adalah 40, nilai 
maksimum adalah 72, dan nilai rata-
rata (mean) adalah 54,8824. (X4) 
mempunyai jumlah responden (n) 
sebanyak 51, nilai minimum 9, nilai 
maksimum adalah 20, dan nilai rata-
rata (mean) adalah 15,549. (X5) 
mempunyai jumlah responden (n) 
sebanyak 51, nilai minimum adalah 
6, nilai maksimum adalah 15, dan 
nilai rata-rata (mean) adalah 11,549. 
 
Hasil Uji Validitas Data 
 Uji validitas data digunakan 
untuk mengukur sah atau tidaknya 
suatu kuesioner. Dimana keseluruhan 
variabel penelitian terdiri dari 43 
butir pernyataan yang harus dijawab 
oleh responden. Uji signifikansi 
dilakukan dengan membandingkan 
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nilai r hitung dengan r tabel untuk 
degree of freedom (df) = n-2 dengan 
alpha 0,05. (n) adalah jumlah sampel 
(Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian 
ini df = n-2 = 49, sehingga didapat r 
tabel untuk df (49) = 0,276. 
 
Hasil Uji Reliabilitas Data 
 
Tabel 2 






































   Sumber: Data Olahan 2015 
 
 Berdasarkan hasil uji 
reliabilitas diatas terlihat bahwa 
variabel Kejelasan Sasaran 
Anggaran, Pengendalian Akuntansi, 
Kompetensi Aparatur Pemerintah 
Daerah, Sistem Pelaporan, dan 
Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan adalah reliabel. Jadi 
pernyataan yang digunakan untuk 
mengukur keseluruhan variabel yang 
diteliti dalam penelitian ini 
dinyatakan reliabel. 
 
Hasil Analisis Linear Berganda 
 
Tabel 3 



















2.968  4.431 .000 
KS
A 
.277 .110 .288 2.514 .016 
PA -.103 .137 -.103 -.754 .455 
KA
PD 
.108 .049 .293 2.183 .034 
SP .326 .133 .255 2.457 .018 
KP
PP 
.458 .206 .332 2.222 .031 
Sumber: Data Olahan 2015 
 
 Berdasarkan tabel 3 yang 
didapat dari hasil analisis 
menggunakan bantuan SPSS versi 
21, maka didapat persamaan regresi 
linear bergandanya adalah sebagai 
berikut:  
Y = 13,152 + 0,277X1 -0,103X2 + 
0,108X3 + 0,326X4 + 0,458X5 + e 
Arti angka-angka dalam persamaan 
regresi diatas sebagai berikut: 
1) Nilai konstanta (a) sebesar 
13,152. Artinya adalah apabila 
variabel independen diasumsikan 
nol (0), maka akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah sebesar 
13,152. 
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2) Nilai koefisien regresi variabel 
kejelasan sasaran anggaran 
sebesar 0,277. Artinya adalah 
bahwa setiap kejelasan sasaran 
anggaran sebesar satu (1) satuan 
maka akan meningkatkan 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah sebesar 0,277 dengan 
asumsi variabel lain tetap. 
3) Nilai koefisien regresi variabel 
pengendalian akuntansi sebesar (-
0,103). Artinya adalah bahwa 
setiap pengendalian akuntansi 
satu (1) satuan maka akan 
menurunkan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah sebesar 0,103 
dengan asumsi variabel lain tetap. 
4) Nilai koefisien regresi variabel 
kompetensi aparatur pemerintah 
daerah sebesar 0,108. Artinya 
adalah bahwa setiap kompetensi 
aparatur pemerintah daerah 
sebesar satu (1) satuan maka akan 
meningkatkan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
sebesar 0,108 dengan asumsi 
variabel lain tetap. 
5) Nilai koefisien regresi variabel 
sistem pelaporan sebesar 0,326. 
Artinya adalah bahwa setiap 
sistem pelaporan sebesar satu (1) 
satuan maka akan meningkatkan 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah sebesar 0,326 dengan 
asumsi variabel lain tetap. 
6) Nilai koefisien regresi variabel 
ketaatan pada peraturan 
perundangan sebesar 0,458. 
Artinya adalah bahwa setiap 
ketaatan pada peraturan 
perundangan sebesar satu (1) 
satuan maka akan meningkatkan 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah sebesar 0,458 dengan 
asumsi variabel lain tetap. 
7) Standar error (e) menunjukkan 
tingkat kesalahan penganggu. 
Pengaruh Kejelasan Sasaran 
Anggaran terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (H1) 
Hipotesis pertama yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji apakah Kejelasan 
Sasaran Anggaran berpengaruh 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Dari hasil 
perhitungan SPSS 21 for windows, 
diperoleh nilai thitung 2,514> ttabel 1,8, 
ttabel (α = 0,05 dan df = 45) dan 
signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil 
dari α = 0,05.  
Dari data tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa kejelasan sasaran 
anggaran secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah daerah, 
sehingga hipotesis 1 diterima. 
Kejelasan sasaran anggaran 
memperlihatkan secara pasti sasaran 
yang akan dicapai oleh aparat 
sehingga mereka memiliki informasi 
yang cukup. Kecukupan informasi 
ini tentunya akan mendorong kinerja 
aparat dalam pencapaian tujuan 
organisasi yang berdampak pada 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 
Adanya sasaran anggaran 
yang jelas, maka akan 
mempermudah untuk 
mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan tugas organisasi dalam 
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Hasil penelitian ini  sejalan 
dengan hasil penelitian Wahyuni 
(2014), Yulianti (2014), Cefrida 
(2014) dan Setiawan (2013) yang 
menyatakan Kejelasan Sasaran 
Anggaran berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah. 
JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016 2466 
Pengaruh Pengendalian Akuntansi 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
 Hipotesis kedua yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji apakah Pengendalian 
Akuntansi berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. Dari hasil perhitungan 
SPSS 21 for windows, diperoleh nilai 
thitunng (-0,754)< ttabel (1,8) (α = 0,05 
dan df = 45) dan signifikansi sebesar 
0,455 lebih besar dari α = 0,05. 
Dari data tersebut, dapat 
disimpulkan Pengendalian Akuntansi 
secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, 
sehingga sehingga hipotesis 2 
ditolak. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pengendalian 
Akuntansi yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah tidak berperan 
dalam meningkatkan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintahnya 
.Artinya, adanya kelemahan 
pengendalian akuntansi dalam 
pengamanan asset, transaksi 
keuangan dan memastikan keandalan 
catatan keuangan untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan. Dilihat dari 
opini BPK RI Kabupaten Agam 
tahun 2014, BPK menemukan 
adanya kelemahan sistem pengen-
dalian intern dalam penyusunan 
laporan keuangan, yaitu: (1) Proses 
penyusunan anggaran Tahun 2013 
pada Pemerintah Kabupaten Agam 
tidak sesuai ketentuan, (2) Sistem 
Pengendalian Intern atas pengelolaan 
Kas Daerah pada Kabupaten Agam 
tidak memadai, (3) Penyajian nilai 
Investasi Non Permanen Dana 
Bergulir pada Neraca per 31 
Desember 2013 tidak didukung 
dengan data yang memadai, (4) 
Pengelolaan Investasi Permanen 
tidak memadai, (5) Nilai Aset Tetap 
dan Aset Lainnya pada Neraca 
Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 
Desember 2013 tidak dapat diyakini 
kewajarannya, dan (6) Pengelolaan 
Pendapatan Pajak Daerah tidak 
tertib. 
Hasil penelitian ini 
bertentangan dengan penelitian 
Setiawan (2013), dan Yulianti (2014) 
yang menyatakan bahwa 
pengendalian akuntansi berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Namun hasil ini 
penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Wahyuni (2014) dan 
Cefrida (2014) yang menyatakan 
pengendalian akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja. 
 
Pengaruh Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
 Hipotesis ketiga yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji apakah Kompetensi 
Aparatur Pemerintah Daerah 
berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. Dari 
hasil perhitungan SPSS 21 for 
windows, diperoleh nilai thitung  
2,183> ttabel 1,8, ttabel (α = 0,05 dan df 
= 45) dan signifikansi sebesar 0,034 
lebih kecil dari α = 0,05. 
Dari data tersebut, dapat 
disimpulkan Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, sehingga hipotesis 3 
diterima. Dalam teori yang 
diperkenalkan McClelland dalam 
Oktriandra (2010) mendefenisikan 
kompetensi sebagai karakteristik 
yang mendasar yang dimiliki 
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seseorang yang berpengaruh 
langsung terhadap kinerja yang 
sangat baik. Sebuah akuntabilitas 
merupakan output dari suatu kinerja, 
maka dari pengertian tersebut dapat 
dinyatakan bahwa kompetensi yang 
dimiliki seseorang akan juga 
berpengaruh terhadap akuntabilitas 
baik langsung ataupun tidak 
langsung. Semakin tinggi kompe-
tensi yang digambarkan dengan 
pengalaman dan tingkat pendidikan 
yang tinggi akan menunjang hasil 
kinerja yang berkualitas. 
Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Oktriandra 
(2010) dan Zirman (2010) yang 
menyatakan Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah berpengaruh 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Daerah. 
 
Pengaruh Sistem Pelaporan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
 Hipotesis keempat yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji apakah Sistem 
Pelaporan berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. Dari hasil perhitungan 
SPSS 21 for windows, diperoleh nilai 
thitung 2,457 > ttabel 1,8, ttabel (α = 0,05 
dan df = 45) dan signifikansi sebesar 
0,018 lebih kecil dari α = 0,05. 
Dari data tersebut, dapat 
disimpulkan Sistem Pelaporan secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, sehingga 
hipotesis 4 diterima. Dalam hal ini 
SKPD di Kabupaten Agam sudah 
menerapkan sistem pelaporan yang 
baik sesuai dengan PP Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan 
Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian Wahyuni 
(2014), Yulianti (2014), dan 
Herawaty (2012) yang menyatakan 
Sistem Pelaporan berpengaruh 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Daerah. 
 
Pengaruh Ketaatan Pada 
Peraturan Perundangan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
 Hipotesis kelima yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah 
untuk menguji apakah Ketaatan Pada 
Peraturan Perundangan berpengaruh 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Dari hasil 
perhitungan SPSS 21 for windows, 
diperoleh nilai thitung 2,222 > ttabel 1,8, 
ttabel (α = 0,05 dan df = 45) dan 
signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil 
dari α = 0,05. 
Dari data tersebut, dapat 
disimpulkan Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, sehingga hipotesis 5 
diterima. Akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah sendiri 
merupakan bagian dari peraturan 
perundangan yang harus ditaati. 
Soleman (2007) mengemukakan 
untuk pelaksanaan penerapan 
akuntabilitas haruslah didukung oleh 
peraturan perundangan yang 
memadai.Sistem hukum yang dianut 
dalam sistem akuntansi sektor publik 
adalah sistem civil law, dimana 
setiap aturan yang berhubungan 
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dengan akuntansi sektor publik 
dimuat dalam bentuk peraturan 
perundangan. Aparat publik 
diwajibkan untuk menaati peraturan 
perundangan yang berlaku. Artinya, 
Ketaatan pada peraturan 
perundangan akan mendorong 
kelancaran program sehingga 
tercapainya sasaran atau tujuan yang 
dikehendaki yang akan mewujudkan 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah pada SKPD Kabupaten 
Agam. 
Hasil penelitian ini  sejalan 
dengan hasil penelitian Riantiarno 
(2011) dan Zirman (2010) yang 
menyatakan Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan berpengaruh terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Daerah. 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi (R
2
) 
pada intinya mengukur seberapa 
besar kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Berikut 


















1 .754a .569 .521 2.19363 1.850 
Sumber: Data Olahan 2015 
 
 Berdasarkan tabel diatas, 
diketahui nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,521. Artinya adalah bahwa 
sumbangan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel 
dependen adalah sebesar 52,1% . 
Sedangkan sisanya 47,9% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model 
regresi ini. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, 
maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1) Penelitian ini dilakukan terhadap 
54 responden yang merupakan 
kepala pimpinan/dinas SKPD dan 
sub bagian keuangan yang bekerja 
di Kabupaten Agam. 
2) Penelitian ini menyebarkan 
kuesioner sebanyak 54 kuesioner 
dan yang kembali sebanyak 51 
kuesioner atau 94,4%. 
3) Secara umum hasil pengujian 
validitas dan reliabilitas telah 
memberikan hasil yang baik dan 
patut dipertimbangkan untuk 
penelitian selanjutnya. Begitu 
juga dengan semua asumsi klasik 
yang diperoleh telah 
menunjukkan bahwa normalitas 
rata-rata jawaban responden yang 
menjadi data dalam penelitian ini 
terdistribusi secara normal, semua 




4) Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel kejelasan sasaran 
anggaran, kompetensi aparatur 
pemerintah daerah, sistem 
pelaporan, dan ketaatan pada 
peraturan perundangan memiliki 
pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. 
Sedangkan variabel pengendalian 
akuntansi tidak memiliki 
pengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. 
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5) Nilai Adjusted R Square didalam 
penelitian ini adalah sebesar 
0,521. Artinya bahwa variabel 
kejelasan sasaran anggaran, 
pengendalian akuntansi, 
kompetensi aparatur pemerintah 
daerah, sistem pelaporan, dan 
ketaatan pada peraturan 
perundangan (independen) 
sebesar 52,1% sedangkan sisanya 
sebesar 47,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model ini. 
 
Saran 
Berdasarkan evaluasi atas hasil 
penelitian dan keterbatasan yang ada 
dalam penelitian ini, beberapa saran 
yang diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan untuk peneliti 
selanjutnya, antara lain: 1) Peneliti 
selanjutnya dapat menambahkan 
variabel independen yang 
memungkinkan dapat mempengaruhi 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, 2) Peneliti selanjutnya 
dapat menambah jumlah sampel 
penelitian, agar hasil penelitian yang 
diperoleh bisa menjelaskan mengenai 
akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah secara umum, dan 3) 
Peneliti selanjutnya dapat mem-
perluas objek penelitian agar bisa 
memberikan gambaran yang lebih 
jelas ke semua objek mengenai 
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